Mengingat

. Undang-Undang

. bahwa berdasarlan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Qanun

esar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak
an Perdesaan dan Perkotaan, besar nya
engan Peraturan Bupati;

pertimbangan sebagaimana dimaksud

1. Undang-Undang |Nomor 7 (Drt} Tahun 1956 tentang

ilavah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
ik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Negara Nomor 1092);

omor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-poKok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun| 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 104.3);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lem Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4287),



15. Qanun Kabupaten jAcch Besar Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan| Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daeral) Kabupaten Aceh Besar Tzhun 2012
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Acch
Besar Nomor 21);

SKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPAT] ACEH BESAR TENTANG KLASIFIKASI

JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dalam Peraturan Bupali ini, yang dimaksud dengan:

1.

10.

Kabupaten Aceh Besar adalah
suatu kesatuan masyarakat um yang diberi kewenangan khusus
untuk mengatur dan mengufus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang
dipimpin oleh seorang Bupati.
Pemerintah Kabupaten varlg selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar adalgh unsur penyelenggara pemerintahan
Kabupaten yang terdiri atas Blipati dan Perangkat Daerah Kabupaten
Acch Besar.
Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang
dipilih raelalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas
langsung, umun, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya
disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Aceh Besar
Kepala Dinas adalah Kepala Dit
Daerah Kabupaten Aceh Besar,
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Pe

as Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

otaan dan Perdesaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimpnfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah pajak atas perolelan hak atas tanah dan/atau bangunan,
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.
Objek Pajak adalah Bumi d4n/bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh| orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan unfuk kegiatan perkebunan, perhutanan
dan pertambangan. -9

\ V)




. Undang-Undang

Perbendaharaan
Indonesia Tahun

Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Negara (Lembaran Negara Republik
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang

Pemeriksaan Pen

Nomor 15 Tahun 2004 tentang
elolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Normor 66,

ambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang |Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keyangarn Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintehan Dperah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Ihdonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan  Aceh  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun

2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retrihusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik [hdonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang | Nomor 12 Tahun 20i1 tentang
Pembentukan Perfituran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik| Indonesia Tahun 2011 Nomor 80,
Tambahan Lembafan Negara Notnor 5234);

10.Undang-Undang | Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan aerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11.Peraturan Pemerintzsh Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun (2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ihdonesia Nomor 4741};

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedomdn  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana te diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor (I3 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuahgan Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata C Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertapggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

14.Qanun Kabupat

Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2010
tentang Ben Perdlehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daer Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010
Nomor 04, Tambgdhan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh

Besar Nomor 01);



11.

12.
13.

14.

15.

16,

17.

18.

19.

20.

21.

22.

(1)
(2)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajek, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.
Tahun Pajak adalah jangka wak{u lamanya 1 (satu) tahun kalender,

Bumi adalah permukaan bufni yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah dacrah.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atav perajran pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak yang stlanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.
Klasifikasi NJOP adalah gelompokan nilai jual rata-rata atas
permukaan bumi berupa tangh dan/atau bangunan yang digunakan
sebagai pedoman untuk memudphkan penghitungan pajak yang terutang,
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, pe
sampai kegiatan penagihan paj
penyetorannya.

menggunakan formulir atau te
daerah melalui tempat pembayatan yang ditunjuk.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang
selanjutnya disingkat SPPT PHB, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Pemberitahuan Obyck Hajak, vang selanjutnya disingkat SPOP,
adalah surat vang digunakan ¢leh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek Pajak Bumi (lan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah, lyang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang meneatukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
dacrah pada bank yang ditetapkhn.

Klasifikasi NJOP Bumi dimaksud tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Bupati ini.
Dalam hal nilai jual bumi untyk objek pajak lebih besar dari nilai jual
tertinggi NJOP Bumi yang tercaptum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati
ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

Hn




(3) Klasifikasi NJOP Bangunan

(4) Dalam hal nilai jual bangunan

ndalah scbagaimana tercantum dalam
Lampiran [I Peraturan Bupati inj.

untuk objek pajak lebih besar dari nilai

jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam Lampiran

I Peraturan Bupati ini, maka
sebagai NJOP Pangunan,

KETEN

Peraturan Bupati ini mulai berlaku

nilai jual bangunan tersebut ditetapkan

114
AN PENUTUP

3

lada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannyq dalam Berita Dacrah Kabupaten Acch

Besar,

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 November 2014

17 Muharram 1436 }

SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 November 2014 M

17 Muharram 1436 H

'ATI ACEH BESAR, T‘

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR 31




